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MOTO 

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama 

kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan (Hadits Riwayat Tirmidzi) 

Hidup akan menjadi tragis jika tidak lucu (Stephen Hawking) 
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diselesaikan. Karya ilmiah skripsi penulis dipersembahkan kepada orang-
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Adikku tercinta dan tersayang 
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Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan 

Anak  adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan seseorang yang lemah yang 

harus dilindungi. Perlindugan yang dimaksud adalah  segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak 

pidana yang berkaitan dengan anak, secara khusus di atur di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak, dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 9 Mei 

2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Kekerasan Seksual, di dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang tindak 

pidana yang berkaitan dengan anak, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap 

anak. Salah satu pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Kekerasan Seksual yang mengatur tentang tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak yaitu Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g. Namun Pasal 

6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Kekerasan Seksual, memiliki substansi atau isi pasal yang sama dengan Pasal 81 

ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

walaupun mempunyai substansi yang sama, akan tetapi sanksi dari kedua pasal 

tersebut berbeda. 

 

Tujuan dari adanya penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui 

perbandingan perumusan delik tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam 

Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga untuk mengetahui urgensi pidana 

minimum khusus persetubuhan terhadap anak. 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normatif legal 

research) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka, baik berupa bahan primer, sekunder, maupun tersier, dengan tipe 

penelitian sinkronisasi hukum horizontal dan perbandingan hukum. Adapun sifat 

dari penelitian ini yaitu bersifat preskriptif, dan dilakukan melalui pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). 

 

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini yaitu: 

1. Rumusan delik Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf g, jika dibandingkan dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 

Perlindungan Anak) banyak memiliki persamaan dan ada sedikit perbedaan. 

Jika ditafsirkan secara autentik dan gramatikal persamaan tersebut dapat 

terlihat pada makna “setiap orang” yang mengacu kepada orang perseorangan 

dan korporasi. Kemudian yang dapat dikategorikan sebagai “anak” yaitu 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Persamaan tersebut juga terlihat pada tindakan 

persetubuhan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan paksaan (memaksa) 

maka tindakan tersebut termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak. 

Selanjutnya makna “Pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak” jika melakukan persetubuhan terhadap anak, tergolong 

dalam “menyalahgunakan wewenang”. Makna “wali, pengasuh anak” 

termasuk ke dalam makna “kepercayaan”, yaitu orang yang dipercaya atau 

diserahi sesuatu. Serta di kedua pasal yang diperbandingkan sama-sama tidak 

menjelaskan secara lebih lanjut mengenai makna “tipu muslihat”. Sedangkan 

perbedaan dari kedua pasal hanya berbeda pada sanksi yang mengancam tindak 

pidana persetubuhan anak, Pasal 6 huruf c UU TPKS tidak mengatur mengenai 

sanksi minimum khusus, sedangkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur 

mengenai sanksi minimum khusus yaitu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Pasal 6 

huruf c UU TPKS sanksi denda maksimumnya lebih ringan yaitu Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika dilakukan terhadap anak maka 

akan ditambah 1/3 sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf g, sedangkan di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

2. Sanksi pidana minimum khusus diperlukan agar penjatuhan sanksi pada pidana 

yang sama atau serupa adalah sama, dengan tujuan untuk mencapai persamaan 

keadilan di masyarakat dan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap pelaksanaan hukum pidana. Tidak adanya sanksi minimum khusus 

yang terdapat di dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 

TPKS) akan berujung pada disparitas pidana yang semakin tidak bisa di 

minimalisir. 
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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual disahkan untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan 

seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak, salah satu bentuk dari 

kekerasan seksual tersebut yaitu persetubuhan terhadap anak. Persetubuhan 

terhadap anak yang diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g 

undang-undang tersebut terindikasi mempunyai substansi atau makna pasal 

yang sama dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun mempunyai substansi 

yang sama, sanksi yang mengancam dari masing-masing pasal tersebut 

berbeda.  

 

Hasil penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa: Pertama, rumusan delik 

Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dibandingkan 

dengan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak banyak memiliki persamaan dan ada 

sedikit perbedaan jika ditafsirkan dengan penafsiran autentik dan 

gramatikal. Perbedaan tersebut terdapat pada sanksi yang mengancamnya. 

Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sanksi pidana 

berupa denda maksimumnya lebih rendah dan tidak mengatur sanksi pidana 

minimum. Kedua, tidak adanya sanksi minimum khusus dalam Pasal 6 

huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan berujung pada disparitas 

pidana yang semakin tidak bisa di minimalisir. 

 

Kata kunci (Keyword): anak, persetubuhan, sanksi minimum 
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